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Halaman :  

 
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU  

DALAM RANGKA SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU  

PADA PT LATI TANJUNG HARAPAN 

 

1. IDENTITAS LVLK 

a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya 

b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN 

c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda 

d. Telepon 

Email 

: (0541) 747798 

trustindoprimakarya@gmail.com 

e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia 

f. Standar Audit yang 

Digunakan 

: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 

- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 

g. Tim Auditor : Bayu Satria Pramana, S.Hut 

h. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia 

 

2. IDENTITAS AUDITEE 

a. Nama Unit Manajemen : PT Lati Tanjung Harapan 
b. Alamat Kantor  : Jl. Jalur Sutera Prominence Blok 38 H No. 11 Komplek Ruko 

Prominence – Alam Sutera, Serpong Tangerang 

c. Jenis Izin Usaha : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPKKH) 
d. SK IPPKH : SK.748/Menhut-II/2012 Tanggal 21 Desember 2012 

e. Periode IPK : Tahun 2018 
f. Luas dan Lokasi IPK : 686,20 Hektar yang terletak didalam Areal IPPKH PT Lati Tanjung 

Harapan di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur 

g. Email : adjisutra@gmail.com  
h. Pengurus Perusahaan : o Direktur Utama : Tommy Sanger 

o Direktur  : Tho Timothy Tumewu, MBA 
o Direktur  : Reswanto 
o Komisaris Utama : Moeldoko 
o Komisaris  : Adrianus Seciawanto 

i. Management Representatif : Aji Sutra Amijoyo 
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1. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU 

Tahapan Waktu dan 

Tempat 

Ringkasan Catatan 

Pertemuan 

Pembukaan 

11 Mei 2018 

Kantor PT Lati 

Tanjung Harapan 

Dilaksanakan di Hotel Milia Tarakan dan dihadiri 

oleh personil seperti BAP dan daftar hadir 

terlampir. 

a. Melakukan pertemuan pembukaan dengan 

MR PT Wana Jaya Abadi didampingi 

personil terkait dan menyampaikan 

perkenalan Tim Audit, maksud dan tujuan 

audit, ruang lingkup audit, uraian rinci 

kegiatan audit, standar audit yang 

digunakan, dan komitmen menjaga 

kerahasiaan. 

b. Pertemuan Pembukaan dibuatkan Berita 

Acara dan Daftar Hadir. 

Verifikasi Dokumen 

dan Observasi 

Lapangan 

11 – 12 Mei 2018 

Kantor PT Lati 

Tanjung Harapan & 

Areal Kerja PT Lati 

Tanjung Harapan 

a. Melakukan pengumpulan data melalui 

tinjauan dokumen, wawancara dan 

pemeriksaan/uji petik lapangan. 

b. Melakukan analisis kesesuaian data 

terverifikasi terhadap prinsip dan kriteria 

standar VLK sesuai L.2.4 Perdirjen PHPL 

No. P.14/PHPL/SET/4/2016 

Pertemuan Penutupan 13 Mei 2018 

Kantor PT Lati 

Tanjung Harapan 

Dilaksanakan di Kantor PT Wana Jaya Abadi 

dan dihadiri oleh personil seperti BAP dan 

daftar hadir terlampir. 

a. Menyampaikan laporan hasil audit dan 

mengkonfirmasikan persetujuannya, 

meliputi temuan kesesuaian, temuan 

ketidaksesuaian, jangka waktu pemenuhan 

tindakan perbaikan, dan observasi. 

b. Pertemuan Penutupan. dibuatkan Berita 

Acara dan Daftar Hadir 

Perjalanan 

Kepulangan 

14 Mei 2018 Areal Kerja IPK PT Lati Tanjug Harapan – 

Tanjung Redeb  - Balikpapan - Samarinda 
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Tahapan Waktu dan 

Tempat 

Ringkasan Catatan 

Pengambilan 

Keputusan Sertifikasi 

Legalitas Kayu 

a. PT Lati Tanjung Harapan Memenuhi 

persyaratan legalitas kayu sesuai standar 

VLK Lampiran 2.4. Perdirjen PHPL No. 

P.14/PHPL/SET/4/2016. 

b. Kepada PT Lati Tanjung Harapan dapat 

diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) 

dengan masa berlaku selama 1 (satu) 

tahun.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samarinda,  

21 Mei 2018 
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2. RESUME HASIL AUDIT SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU 

A. PRINSIP 1 

NO. Nomor & Judul 

VERIFIER 

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 1.1.1.a. ILS/IPK pada areal 

pinjam pakai 

M PT Lati Tanjung Harapan memiliki izin yang 

sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu 
berupa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan 

(IPPKH) dan perizinan lainnya sbb : 

a. SK. Menteri Kehutanan No. 
SK.748/Menhut-II/2012 Tanggal 21 

Desember 2012 tentang IPPKH untuk 
Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan 

Sarana Penunjangnya pada Kawasan 
Hutan Produksi Tetap seluas 686,20 
(Enam Ratus Delapan Puluh Enam dan 

Dua Puluh Perseratus) Hektar Atas Nama 
PT Lati Tanjung Harapan di Kabupaten 
Berau Provinsi Kalimantan Timur ; 

b. PT Lati Tanjung Harapan telah 
mengajukan permohonan perpanjangan 

IPPKH kepada Menteri Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan Up. Kepala Badan 
Koordinasi Penanaman Modal RI melalui 

Surat Direktur Utama PT Lati Tanjung 
Harapan No. 09/LTH/XI/2017 tanggal 6 

November 2017. 
c. Terdapat Surat Kementerian Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan No. 

S.54/IPHH/PHH/HPL.4/i/2018 tanggal 22 
Januari 2018 perihal Pemberian Hak 

Akses SIPUHH An. PT Lati Tanjung 
Harapan. Adapun isi surat tersebut 
berisi: 

1) PT Lati Tanjung Harapan (PT. LTH) 
sudah dua kali mengajukan SIPUHH 
IPPKH, yang pertama pada bulan 

Juni 2017 dan yang kedua pada 
bulan Oktober 2017, namun terjadi 

kesalahan dalam memasukkan data 
dan tidak dapat diterima sesuai 
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NO. Nomor & Judul 

VERIFIER 

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

balasan email dari SIPUHH tanggal 8 

November 2017. Sampai dengan 
masa berlaku IPPKH berakhir tanggal 

21 Desember 2017, PT. LTH belum 
mempunyai hak akses SIPUHH. 

2) Sementara PT. LTH dalam melakukan 

kegiatan operasi produksi batubara 
dan sarana penunjang telah 

melakukan pembukaan areal pada 
kawasan hutan. Kayu bulat hasil 
pembukaan areal (land clearing) 

belum diLHP-kan dan dibayar PSDH 
dan DR, karena belum mempunyai 
hak akses SIPUHH. 

3) Dalam rangka perpanjangan IPPKH 
an. PT Lati Tanjung Harapan, Tim 

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan 
Timur telah melakukan evaluasi 
dengan hasil, antara lain 

memerintahkan agar mengLHPkan 
dan membayar PSDH dan DR atas 

kayu bulat hasil land clearing. 
4) Agar kayu bulat dimaksud dapat di-

LHP-kan dan dibayar PSDH dan 

DRnya dan menurut Saudara tidak 
ada hal-hal yang menyebabkan tidak 
bisa diberikan hak akses, maka 

diminta kepada Saudara untuk dapat 
memfasilitasi dengan memberikan 

hak akses sambil menunggu 
perpanjangan IPPKH An. PT Lati 
Tanjung Harapan terbit. 

d. Terdapat Surat tanggapan dari BPHP 
Wilayah XI Samarinda No. 

S.126/BPHP.XI-3/2018 tanggal 23 
Februari 2018 tentang Tindak lanjut 
pemberian hak akses SIPUHH A.n. PT 

Lati Tanjung Harapan. 
e. Terdapat dokumen legalitas lainnya PT 



6 

 

RESUME HASIL 

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU 

No Dokumen : FVLK-16 

Revisi : L 

Tanggal Terbit : 01 April 2017 

Halaman :  

 

NO. Nomor & Judul 
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NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

Lati Tanjung Harapan sebagai berikut : 

- Akta Pendirian Perusahaan Nomor 04 
tanggal 14 Juni 2007 oleh Notaris 

John Edwin Samosir, SH yang 
berkedudukan di Serang ; 

- Akta Perubahan terakhir berupa Akta 

Pernyataan Keputusan Rapat PT Lati 
Tanjung Harapan Nomor 36 tanggal 

21 Agustus 2018 oleh Notaris Ina 
Rosaina, SH yang berkedudukan di 
Jakarta ; 

- Surat Izin Tempat Usaha / Izin 
Gangguan No. 
503/DPMPTSP/ITU/103/II/2018 

tanggal 12 Februari 2018 ; 
- SIUP No. 

1328/24.1.0/31.73/1.824.271/2015; 
- TDP No. 09.02.1.46.52606; 
- SKT No. PEM-

03507/WPJ.04/KP.0103/2008 tanggal 
21 Oktober 2008 ; 

- NPWP No. 02.877.632.6-011.000 An. 
PT Lati Tanjung Harapan. 
 

f. PT Lati Tanjung Harapan telah memiliki 
dokumen lingkungan seperti ANDAL, 
RKL, RPL dan RE yang telah 

mendapatkan persetujuan dari Tim 
Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Berau 

dan telah mendapatkan SK Bupati Berau 
No. 237 Tahun 2009 tanggal 22 Mei 
2009 tentang Kelayakan Lingkungan 

Kegiatan Penambangan Batubara PT Lati 
Tanjung Harapan dengan Luas 1.000 Ha 

di Dalam KP Eksploitasi dan 33,75 Ha di 
Luar KP Eksploitasi di Kampung Batu-
Batu Kecamatan Gunung Tabur, 
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NO. Nomor & Judul 

VERIFIER 

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

Kabupaten Berau. 

2. 1.1.1.b. Peta lampiran ILS/IPK 

pada areal izin pinjam pakai 
(dilampiri izin pinjam pakai dan 
petanya) 

M Dokumen SK. IPPKH No. SK.748/Menhut-

II/2012 Tanggal 21 Desember 2012 
dilampiri dengan Peta IPPKH Skala 1 : 
25.000 yang ditandatangani oleh Menteri 

Kehutanan Zulkifli Hasan dan distempel 
Menteri Kehutanan Republik Indonesia. 

Hasil pengecekkan di lapangan dijumpai 
batas lokasi IPK yang juga merupakan batas 
IPPKH PT Lati Tanjung Harapan dengan 

penandaan berupa patok kayu ulin ukuran 
20x20 cm dengan tinggi 1 meter yang di cat 

warna putih dan merah, berada pada 
koordinat N 02º 14’ 30”  E 117º 46’ 24” dan 
N 02º 14’ 27”  E 117º 46’ 24”. Adapun jarak 

antar patok IPPKH yaitu ± 100 m. 

3. 1.2.1.a. Izin HTHR N/A PT Lati Tanjung Harapan bukan IPK pada 
HTHR 

4. 1.2.1.b. Peta Lampiran HTHR N/A PT Lati Tanjung Harapan bukan IPK pada 
HTHR 

5. 1.3.1.a. Izin usaha dan 

lampiran petanya (bagi 
pemegang IPK sama dengan 
pemegang izin usaha) 

N/A PT Lati Tanjung Harapan tidak mengubah 

status hutan untuk non kehutanan 

6. 1.3.1.b. Izin usaha dan 

lampiran petanya (bagi 
pemegang IPK yang berbeda  
dengan pemegang izin usaha) 

N/A PT Lati Tanjung Harapan tidak mengubah 

status hutan untuk non kehutanan 

7. 1.3.1.c. IPK pada areal yang 

dilepaskan 

N/A PT Lati Tanjung Harapan tidak mengubah 

status hutan untuk non kehutanan 

8. 1.3.1.d. Peta lampiiran IPK N/A PT Lati Tanjung Harapan tidak mengubah 
status hutan untuk non kehutanan 

9. 1.3.1.e. Dokumen sah memuat 
perubahan status kawasan 

N/A PT Lati Tanjung Harapan tidak mengubah 
status hutan untuk non kehutanan 
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(bagi pemegang IPK sama 

dengan pemegang izin usaha) 

10. 1.3.2.a. IPK pada areal yang 
dilepaskan 

N/A PT Lati Tanjung Harapan bukan IPK untuk 
areal transmigrasi 

11. 1.3.2.b. Peta lampiran IPK N/A PT Lati Tanjung Harapan bukan IPK untuk 
areal transmigrasi 

12. 1.4.1.a. Dokumen rencana 

IPK/ ILS (Survey potensi) 

N/A PT Lati Tanjung Harapan bukan IPK pada 

APL 

13. 1.4.1.b. Izin usaha dan 
lampiran petanya (bagi 
pemegang IPK sama dengan 

pemegang izin usaha) 

N/A PT Lati Tanjung Harapan bukan IPK pada 
APL 

14. 1.4.1.c. Izin usaha dan 
lampiran petanya (bagi 
pemegang IPK berbeda 

dengan pemegang izin usaha) 

N/A PT Lati Tanjung Harapan bukan IPK pada 
APL 

15. 1.4.1.d. IPK pada APL N/A PT Lati Tanjung Harapan bukan IPK pada 
APL 

16. 1.4.1.e. Peta lampiran IPK N/A PT Lati Tanjung Harapan bukan IPK pada 
APL 

17. 1.4.2.a. IPK pada APL N/A PT Lati Tanjung Harapan bukan IPK pada 

APL untuk areal transmigrasi 

18. 1.4.2.b. Peta lampiran IPK N/A PT Lati Tanjung Harapan bukan IPK pada 

APL untuk areal transmigrasi 
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B. PRINSIP 2 

NO. Nomor & Judul 

VERIFIER 

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

19. 2.1.1. Dokumen 
rencana 

penebangan 
IPK/ILS 

M PT Lati Tanjung Harapan telah memiliki dokumen 
Rencana Tebang IPPKH Tahun 2018 seluas 686,20 Ha. 

Dokumen Rencana Tebang telah disampaikan kepada 
Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah 
XI Samarinda melalui Surat No. 133/LTH-BPHP/II/2018. 

Adapun Rencana tebang tahun 2018 yaitu seluas 686,20 
Ha dengan volume sebesar 16.004,01 m3 dengan rincian 

seperti berikut : 

 
 

20. 2.1.2 a. Dokumen 

potensi tegakan 
pada areal kerja  

M  PT Lati Tanjung Harapan memiliki dokumen Laporan 

Hasil Cruising (LHC) dengan intensitas 100% seluas 

686,20 Ha disertai dengan Rekapitulasi Laporan Hasil 

Cruising (RLHC) yang dibuat / ditanda tangani  oleh 

Ganis PHPL Canhut (Supandi / No. Register : 01046-

13/CANHUT/XX/2013). Adapun Rekapitulasi Laporan 

Hasil Cruising seperti berikut : 

 Terdapat Berita Acara Pelaksanaan Timber Cruising 

tertanggal 10 Oktober 2017 ; 

 Terdapat Pakta Integritas tertanggal 10 Oktober 

2017; 

 Terdapat Surat Pernyataan Bermaterai yang 

menyatakan bahwa telah melaksanakan Timber 

10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60 Up

1 Kel. Kayu Indah 3.30      25.17       38.36        15.17       33.36       177.04      292.40        

2 Kel. Meranti 142.54  825.59     1,080.27   1,703.73  1,672.63   3,923.49   9,348.24     

3 Kel. Rimba Campuran 57.51    190.49     402.92      392.20     314.20     204.86      1,562.17     

203.35 1,041.24 1,521.55  2,111.10 2,020.19 4,305.39  11,202.81 Total

No Kelompok Jenis
Kelas Diameter Pohon (Cm)

Jumlah

10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60 Up

1 Kel. Kayu Indah 4.72         35.95       54.80        21.67        47.65        252.92      417.71       

2 Kel. Meranti 203.63     1,179.41  1,543.24   2,433.90   2,389.47   5,604.98   13,354.63   

3 Kel. Rimba Campuran 82.15       272.13     575.60      560.28      448.86      292.65      2,231.67     

290.50    1,487.49 2,173.64  3,015.85  2,885.98  6,150.55  16,004.01 

No Kelompok Jenis
Kelas Diameter Pohon (Cm)

Jumlah

Total
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Cruising tertanggal 10 Oktober 2017 ; 

 PT Lati Tanjung Harapan telah melunasi pembayaran 

DR dan/ atau PSDH 25 % atas RLHC  melalui Sistem 

Informasi PNBP online (SIMPONI) yaitu sebagai 

berikut : 

a) Dokumen Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan 

Negara Bukan Pajak melalui aplikasi Sistem 

Informasi PNBP Online (SIMPONI) atas DR 25 % 

dengan Kode Billing 820180323528027 senilai US 

$ 53.307,78 Via Bank Mandiri tanggal 26 Maret 

2018 ; 

b) Dokumen Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan 

Negara Bukan Pajak melalui aplikasi Sistem 

Informasi PNBP Online (SIMPONI) atas PSDH 25 

% dengan Kode Billing 820180326671036 senilai 

Rp 233.387.800 Via Bank Bank Mandiri tanggal 26 

Maret 2018. 

21. 2.1.2 b. Dokumen 
produksi kayu 

(LHP) 

M PT Lati Tanjung Harapan telah melakukan kegiatan 

penebangan (produksi), namum saat audit kayu tersebut 

belum di LHP-kan. Namun demikian Unit Manajemen PT 

Lati Tanjung Harapan telah memiliki kompetensi 

pengdokumentasian produksi kayu (LHP) : 

- PT Lati Tanjung Harapan telah memiliki Hak Akses (id 

dan password) SIPUHH guna melaksanakan kegiatan 

penatausahaan hasil hutan secara online melalui 

SIPUHH dalam hal ini membuat/ menerbitkan LHP ; 

- PT Lati Tanjung Harapan memliki perangkat 

komputer, printer barcode dan printer dokumen ; 

- PT Lati Tanjung Harapan memiliki Ganis PHPL PKB 

atas nama Iskandar Zulkarnain dengan Register 

Nomor : 01194-11/PKB-R/XX/2013 (berlaku s/d 02 

April 2020) berdasarkan SK. Dirjen PHPL No. 

219/BPHP.XI-3/2017 tanggal 3 April 2017 dan  SK. 

KTT PT Lati Tanjung Harapan Nomor : 

239/KTT/LTH/I/2018 tanggal 10 Januari 2018  
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tentang Penunjukkan Ganis PKB sebagai Petugas 

Pembuat LHP. 

22. 2.2.1. a. Dokumen 
SPP (Surat 

Perintah 
Pembayaran) DR 
dan/atau PSDH 

telah diterbitkan. 

M IPK pada IPPKH PT Lati Tanjung Harapan belum terdapat 
penerbitan SPP atas produksi kayu IPK, karena belum 

terdapat hasil produksi kayu yang di LHP-kan. Namun 
demikian, telah diterbitkan SPP DR dan/ atau PSDH 
melalui SIMPONI yaitu sebesar 25% potensi berdasarkan 

RLHC dengan total SPP DR dan PSDH yang diterbitkan 
sebesar : 

- DR sebesar US $ 53.307,78 
- PSDH sebesar Rp. 233.387.800 

23. 2.2.1. b. Bukti 
Setor DR dan/atau 

PSDH 

M IPK pada IPPKH PT Lati Tanjung Harapan belum memiliki 
bukti setor atas terbitnya SPP produksi kayu IPK. Namun 

demikian, terdapat bukti setor DR dan PSDH atas SPP 
kewajiban 25% potensi kayu berdasarkan RLHC yang 
telah dibayarkan lunas sesuai dengan SPP yang 

diterbitkan baik kelompok jenis, volume maupun tarif. 

Pembayaran telah dibayarkan sesuai dengan Kode Billing 

melalui SIMPONI yaitu sebagai berikut : 

- Dokumen Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan 

Negara Bukan Pajak melalui aplikasi Sistem Informasi 

PNBP Online (SIMPONI) atas DR 25 % dengan Kode 

Billing 820180323528027 senilai US $ 53.307,78 Via 

Bank Mandiri tanggal 26 Maret 2018 ; 

- Dokumen Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan 

Negara Bukan Pajak melalui aplikasi Sistem Informasi 

PNBP Online (SIMPONI) atas PSDH 25 % dengan 

Kode Billing 820180326671036 senilai Rp 

233.387.800 Via Bank Bank Mandiri tanggal 26 Maret 

2018. 

24. 2.2.1. c. 
Kesesuaian tarif 
DR dan PSDH atas 

kayu hutan alam 
(termasuk hasil 

M Tarif DR dan PSDH yang telah dibayarkan oleh PT Lati 
Tanjung Harapan sebesar 25% potensi kayu berdasarkan 
RLHC telah sesuai dengan persyaratan ukuran dan 

dibayar sesuai tarif pada ketentuan yang berlaku di 
wilayah Kalimantan. 
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kegiatan 

penyiapan lahan 
untuk 

pembangunan 
hutan tanaman) 
dan kesesuaian 

tarif  PSDH untuk 
kayu hutan 

tanaman 

25. 2.2.2 a. FAKB dan 

DKB untuk KBK 
diterbitkan sesuai 

dengan ketentuan 

M  Unit Manajemen PT Lati Tanjung Harapan belum 

melakukan kegiatan pengangkutan atau 
pemindahtanganan kayu, namun demikian Unit 

Manajemen PT Lati Tanjung Harapan dinilai telah 
memiliki kompetensi untuk pengdokumentasian 
angkutan kayu yang sah sesuai ketentuan PUHH :  

- PT Lati Tanjung Harapan telah memiliki Hak Akses 

(id dan password) SIPUHH guna melaksanakan 

kegiatan penatausahaan hasil hutan secara online 

melalui SIPUHH dalam hal ini menerbitkan 

dokumen SKSHHK. 

- PT Lati Tanjung Harapan memliki perangkat 

komputer, printer barcode dan printer dokumen. 

- PT Lati Tanjung Harapan memiliki Ganis PHPL PKB 

atas nama Agus Carly dengan Register Nomor : 

00247-11/PKB-R/XX/2011 (berlaku s/d 10 

Desember 2020) berdasarkan SK. Dirjen PHPL No. 

848/BPHP.XI-3/2017 tanggal 11 Desember 2017 

dan  SK. KTT PT Lati Tanjung Harapan Nomor : 

240/KTT/LTH/I/2018 tanggal 10 Januari 2018  

tentang Penunjukkan Ganis PKB sebagai Petugas 

Penerbit SKSHHK di TPK Hutan serta SK. KTT PT 

Lati Tanjung Harapan Nomor : 

241/KTT/LTH/I/2018 tanggal 10 Januari 2018  

tentang Penunjukkan Ganis PKB sebagai Petugas 

Penerbit SKSHHK di TPK Antara. 

- PT Lati Tanjung Harapan memiliki Ganis PHPL PKB 

atas nama Iskandar Zulkarnain dengan Register 
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Nomor : 01194-11/PKB-R/XX/2013 (berlaku s/d 02 

April 2020) berdasarkan SK. Dirjen PHPL No. 

219/BPHP.XI-3/2017 tanggal 3 April 2017 dan  SK. 

KTT PT Lati Tanjung Harapan Nomor : 

242/KTT/LTH/I/2018 tanggal 10 Januari 2018  

tentang Penunjukkan Ganis PKB sebagai Petugas 

Pemeriksa Penerima Kayu Bulat (P3KB). 

 PT Lati Tanjung Harapan telah menetapkan Lokasi 

TPn dan TPK Hutan berdasarkan SK. KTT PT Lati 

Tanjung Harapan Nomor : 237/KTT/LTH/I/2018 

tanggal 10 Januari 2018. 

 PT Lati Tanjung Harapan telah menetapkan Lokasi 

TPK Antara berdasarkan SK. KTT PT Lati Tanjung 

Harapan Nomor : 238/KTT/LTH/I/2018 tanggal 10 

Januari 2018. 

26. 2.2.2 b. SKSKB dan 
DKB untuk KB 

M Unit Manajemen PT Lati Tanjung Harapan belum 
melakukan kegiatan pengangkutan atau 

pemindahtanganan kayu, namun demikian Unit 
Manajemen PT Lati Tanjung Harapan dinilai telah 
memiliki kompetensi untuk pengdokumentasian angkutan 

kayu yang sah sesuai ketentuan PUHH :  

- PT Lati Tanjung Harapan telah memiliki Hak Akses (id 

dan password) SIPUHH guna melaksanakan kegiatan 

penatausahaan hasil hutan secara online melalui 

SIPUHH dalam hal ini menerbitkan dokumen 

SKSHHK. 

- PT Lati Tanjung Harapan memliki perangkat 

komputer, printer barcode dan printer dokumen. 

- PT Lati Tanjung Harapan memiliki Ganis PHPL PKB 

atas nama Agus Carly dengan Register Nomor : 

00247-11/PKB-R/XX/2011 (berlaku s/d 10 Desember 

2020) berdasarkan SK. Dirjen PHPL No. 848/BPHP.XI-

3/2017 tanggal 11 Desember 2017 dan  SK. KTT PT 

Lati Tanjung Harapan Nomor : 240/KTT/LTH/I/2018 

tanggal 10 Januari 2018  tentang Penunjukkan Ganis 

PKB sebagai Petugas Penerbit SKSHHK di TPK Hutan 
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serta SK. KTT PT Lati Tanjung Harapan Nomor : 

241/KTT/LTH/I/2018 tanggal 10 Januari 2018  

tentang Penunjukkan Ganis PKB sebagai Petugas 

Penerbit SKSHHK di TPK Antara. 

- PT Lati Tanjung Harapan memiliki Ganis PHPL PKB 

atas nama Iskandar Zulkarnain dengan Register 

Nomor : 01194-11/PKB-R/XX/2013 (berlaku s/d 02 

April 2020) berdasarkan SK. Dirjen PHPL No. 

219/BPHP.XI-3/2017 tanggal 3 April 2017 dan  SK. 

KTT PT Lati Tanjung Harapan Nomor : 

242/KTT/LTH/I/2018 tanggal 10 Januari 2018  

tentang Penunjukkan Ganis PKB sebagai Petugas 

Pemeriksa Penerima Kayu Bulat (P3KB). 

27. 2.3.1. Tanda V-
Legal yang 

dibubuhkan sesuai 
ketentuan 

N/A PT Lati Tanjung Harapan belum memiliki perjanjian 

(sublisensi) dengan LVLK terkait penggunaan tanda V-

Legal, sehingga belum bisa membubuhkan Tanda V-

Legal. 

 

C. PRINSIP 3 

NO. Nomor & Judul 

VERIFIER 

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

28. 3.1.1.a. Pedoman/prosedur K3 M PT Lati Tanjung Harapan memiliki Standar 
Operasional Prosedur (SOP) Keselamatan 

dan Kesehatan Kerja (K3) seperti Alat 
Pelindung Diri dengan No. HSE-LTH-001. 

Terdapat struktur organisasi HSE 
Departement yang bertangungjawab 
terhadap terlaksananya K3 pada setiap 

kegiatan operasional PT Lati Tanjung 
Harapan. 

29. 3.1.1.b. Ketersediaan 
peralatan K3 

M Terdapat dokumen Daftar Penerimaan APD 
kepada karyawan dan APD yang dibagikan 

seperti Sepatu, Rompi, Helm, Kacamata dan 
Masker. 
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Hasil pengecekkan di lapangan ditemui 

adanya peralatan K3 dan implementasinya 
berupa: 

- Pemasangan APAR di bangunan Kantor, 
pos security, ruang genset dan setiap 
unit mobil. 

- Tersedia Kotak P3K yang berisi obat-
obatan di Pos Security. 

- Terdapat APD seperti sepatu, helm, 
kacamata dan masker yang dibagikan 

kepada karyawan. 

30. 3.1.1.c. Catatan kecelakaan 
kerja 

M PT Lati Tanjung Harapan memiliki catatan 
kecelakaan kerja yang tergabung dalam 
dokumen Laporan Triwulan I (Januari – 

Maret 2018) Pengelolaan Keselamatan 
Pertambangan dan laporan tersebut berisi : 

- Daftar Persediaan dan Pemakaian Bahan 
Peledak 

- Daftar Kecelakaan Tambang 

- Daftar Jumlah Tenaga Kerja 

- Daftar Jumlah Jam Kerja 

- Daftar Frekuensi Rate (FR) dan Severity 
Rate (SR) Kecelakaan Tambang 

- Perhitungan Biaya Kecelakaan Tambang 

Dalam laporan tersebut diketahui bahwa 
tidak terjadi kecelakaan kerja atau NIHIL di 
lingkungan kerja PT Lati Tanjung Harapan. 

PT Lati Tanjung Harapan melakukan upaya 

untuk mengantisipasi dan meminimalisir 

insiden atau kecelakaan kerja yaitu antara 

lain : 

1. Safety Induksi setiap tamu yang 

berkunjung 
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2. Kegiatan Safety Talk dilakukan setiap 2
kali dalam seminggu yaitu pada hari senin
dan rabu.

3. PsM (Pembicaraan 5 menit) sebelum
kerja, terkait Rencana kerja dan
Pencapaian yang telah dicapai.

4. Pembagian APD kepada setiap karyawan.

5. Saling mengingatkan antar pekerja dan
karyawan akan pentingnya memakai Alat
Pelindung Diri (APD).

3.2.L. Pekerja yang masih di
bawah umur

PT Lati Tanjung Harapan tidak
mempekerjakan Karyawan / pekerja di
bawah umur. Karyawan termuda atas nama
Aldi Renggo dengan posisi/ jabatan sebagai
Mekanik Elektrik yang lahir di Pare-Pare
pada tanggl 23 Oktober 1999 dan pada
saat audit berusia 18 Tahun 5 bulan.

Keterangan :

M : Memenuhi
N/e : Not Applicable
TM : Tidak Memenuhi

nda, 23 Mei 2018
PT Trustindo Prima Karya


